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PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Penjual, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Koroha,
Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir,
tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani gang Algodiri blok A
handil 2, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara
Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lss,
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha,
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Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah
Nomor 11/11/1/2010, bertanggal 28 Januari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Kelurahan Muara Jawa lalu pindah di rumah milik
bersama di Kelurahan Muara Jawa sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang
anak bernama; Adib Altap Saputra, Umur 9 tahun 10 bulan;

Abil Al-Fatih Ziyad, Umur 4 tahun 1 bulan; Dan saat ini anak tersebut ikut
bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan baik, namun sejak di bulan November 2018
antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya
disebabkan oleh :

a. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;

b. Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul

Penggugat;

c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan percekcokan Penggugat dan Tergugat

terus menerus terjadi dan memuncak pada Desember 2019 saat mana
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa
saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya
damai dari keluarga maupun aparat desa;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di
atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun
kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah
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memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lasusua cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi
sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan
menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kodeoha,
Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 11/11/1/2010 Tanggal 28 Januari
2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusdua,
Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri karena Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat
menikabh;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Kelurahan Muara Jawa lalu pindah di rumah
milik bersama di Kelurahan Muara Jawa sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang
anak dan kedua anak tersebut tinggal Bersama Penggugat;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November

2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang,
Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak,
namun tidak berhasil karena;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

3. Sumpah Suplitoir

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan saksi
lainya, maka melengkapi bukti yang kurang Penggugat menambah
dengan bukti sumpah ( Suplitoir ) bahwa apa yang didalilkan dalam surat
gugatannya adalah benar, dengan kalimat sumpah sebagai berikut :

“ wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang
saya kemukanan dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain dari yang
sebenarnya”

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan
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Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah,
oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan
hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa Kutipan
Akta Nikah sebagai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah
melaksanakan pernikahan secara Islam, sehingga berdasarkan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1),
gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Lasusua,;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan Penggugat a quo telah
diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka
permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah
dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga
dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan
dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalii gugatan
Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a
quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat
menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149
Ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar 1l : 149 yang berbunyi

sebagai berikut

ainlg s9—<ill glo L5 0 =nig as,ylgid o laz],5 =i 0lg
alc o< g
Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi

atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti -

bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon
agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan November 2018
antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan
terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat ,
yang pada akhirnya sejak Desember 2019 sampai sekarang antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat
bukti surat dan menghadirkan seorang saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpah serta sumpah suplitoir, yang mana untuk kerterangan saksi
pada pokoknya telah menerangkan tentang pengetahuannya bahwa dalam
rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat menggunakan obat-
obatan terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul
Penggugat ;

Menimbang, bahwa sistem peradilan yang berdasarkan syari'at Islam,
dalam acara pembuktian diperkenankan Hakim mengadili dan menjatuhkan
putusan dengan seorang saksi dan sumpah ( Suplitoir) sebagaimana yang
telah dipraktekan oleh Rasulullah seperti ditulis oleh penulis dalam Kitab Ath
Thuruqu ‘lhukmiyah halaman 67 yang menyatakan:

il pliwg adde all (sbo (il oS> 29 U
269 salidlg yradlls

Artinya : Bahkan Nabi saw pernah memutus perkara dengan satu saksi
dan sumpah, dan pernah dengan satu saksi saja

Lebih lanjut tentang sumpah suplitoir penulis kitab Bughyatul

Mustarsyidin dalam halaman 274 telah menyatakan :

o loilg al axdls Vg (nca0ll =] ainio ax> canuad Slglaiawl (Huos

,xuds,.sul..mbl,ji

Artinya . Sumpah istidzhar itu tidak menjadi dasar yang kuat untuk

menetapkan hak penggugat dan tidak merupakan dasar melindunginya.
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Sumpah tersebut hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang
yang ghaib;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kedua pendapat ahli hukum
Islam yang tersebut menjadi Pendapat Majelis, maka guna melengkapi bukti
Penggugat yang baru seorang saksi, kepada Penggugat diperkenankan
menambah dengan sumpah (Suplitoir) yang telah dilaksanakan sumpahnya
sebagaimana tersebut diatas, sehingga karenanya gugatan Pengguat dapat
diterima;

Menimbang, dalam pasal 1929 KHU Perdata, sumpah yang diucapkan,
harus dilakukan di muka hakim dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan
keterangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan
mengajukan bukt-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti surat dan saksi serta sumpah ( Suplitoir) dapat ditemukan fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha,
Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta
Nikah Nomor 11/11/1/2010, bertanggal 28 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama dikaruniai 2 ( dua ) anak;

3. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang,
Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;;
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5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai
dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sesuai Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “Antara suami dan isteri “ : fakta hukum pada angka 1
menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan
belum pernah bercerai ;

2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta
hukum pada angka 3 membuktikan bahwa sejak bulan November
2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus
menerus yang di sebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan
terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul
Penggugat dan fakta hukum no 4 Membuktikan bahwa akibat
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember
2019 berpisah tempat tinggal ;

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh
fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah
dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat
dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16
tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan
ketentuan dalam Fighussunnah juz Il yang berbunyi:

T30 i) _he) ) Aa 930 Ay a8l salla) gea cundi Vil g
3 5 Ledlial G 3 5dmd) al 93 Az (dlha: Laa £) AW Gl
ALl Aalh sl glh mSla W e e WD)

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim
( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh
isteri atau pengakuan suami, sedang perbuatan itu selayaknya mengganggu
keharmonisan rumah tangga dan hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-
menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang
ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan
Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah
satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari
Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan

gaidah fighiyyah yang berbunyi:
fc_"_an_n." th_’ @1.9 ‘o.)_é_o —wl_a Ll £

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum
putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7
tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag.,
M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.l. dan Miftakul Khoriyah,
S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati
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Yaddi, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
H. Mihdar, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,
Hakim Anggota
Miftakul Khoriyah, S.H.I. Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  475.000,00
PNBP Relas :Rp 20.000,00

- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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